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Nomor

Tanooal

: a2a I aUDPK-PAUD lW I 2A2O

: o2tPRrt2020

: HELPTDA ERilI, S.Pd

: l(uasa Pengguna Anggara:t Bida*g PAUD DI|(MAS

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl, H. AgusSalim - Painan

: GUSIT,IADEWX, S,Pd. AUD

: l(epala TK ilfGERI PEttSIl{* PAIi{AH

: Il. rln.Pahlawan Rawang.painan Kec.painan Utara.

ffi hari ini Kamis tanggal Duabulan Apfltahun Dua rtbu dua puluh, Kami yang beftanda tangan di

tn65;n; '

tthdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Femerintah Kabupaten Pesisir Selatan

tHrjr:tn"ua diselrut prr*t r pERTrt L4_A,

r. Nama

2. labatan

3- Ahmat

1. Nama

2. labatan

3. Alamat

futhdak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupau pesisir Selahn No.

ru.9300/BKPSDM-2017 Tanggal 7 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

f,l l( PERTAT{A dan PI}ttX ttfDUA seeara bercama t*r{ebih dahulu menjefmkan dan menvadari

Tquhnya haFhal sebagai berikut :

1- Bahwa Undang-ui-rdai'rg Nemor 20 Tahun 2S03 aniara iain merEamanaikan ;

F Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terseleaggaranya pndidikan yang lener.ltu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi;



r
I
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NomarSPPB
Tanggal

: 424fi1 /D P K- P AUD/I V/2o2A
:02April202A

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nmional diatur bahwa setiap satuan pendidikan fornal
dan non formal menydialon sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosia!,

emosional, dan kejiwaan peserta didlk;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendirlikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,

Pemerinhh daerah dan masyarakat;

Pasal zl5 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggarEln pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 a-vat {4} Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkabn prasamna pendldilcan merupakan salah satu prioritas pemhngunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, lGbupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akss bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bahwa Perahrran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana ptasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan datam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturcn Presiclen Republik Indonesia Ns. 88 Tahun 2019 Tanqgal 30 Desember 201g

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pemhngunan Sekolah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. tl Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan PembangunanlRehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler ZOZ0);

ftan ini menyatakan telah setuJu dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

hriln Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

-t syarat-*yarat seperti dalam pasat-pasal di bawah ini :

3.

b Perjoriian Pemberion Baaatan
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: 420ff1/D PK-P AVDfiV/2020
:02April2A2A

Pasal I
tlaksud dan Tujuan

krjanjian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

Entuk rnendanai kegiatan pembangunanlrehabilitas! frrasarana pnclidikan pada jenjang Sekolah i4enengah

krtama dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasrana pendidikan sesuai dengan standar nasional

rndldilen. Pihak Kedua bersedia melaksanalen pkeriaan sebagnimana yang tercantum dalam RAB &
Gambar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lirgkup P*kerjaaa

Rrjanjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

renyelesaikan pekerjaan pembangunanlrehabilltasi prasarana pendidikan pada Tl( Hegeri pembina

kinan yang meliputi:

1. Rehabilitasi Toilet/lamhan,

Pasal 3

Ia*gka Walstu Pelaksanaan

L Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat ditedmanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

rckenlng PIIIAK KEDUA.

Z PIHAI( KEDUA akan mutai melaksanakan pekerjaan sehgaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

!l Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

2020.

Pasal 4

PrinsipPrtn*ip peke{aan

[Eripprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

l- klaksanaan dikerjakan dengan mekanisnre swaketola,

l- Penerapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

I. Furg$hmaan partisipasi rnas/aralot dalam pergelolaan kegbtan,

t Optimatisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

b Pe rj *g iaa P emberion B antuan
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHAK PERTAITIA:

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengnn mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

Z PIHAK KEDTIA;

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

sahran oenciidikan {Sekolah,) "

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penqgunaannya secara periodik kepada ptrHAK

PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporkan aret yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada pIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Petaksanaan pekerjaan

pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

e PIHAK XEDU* dalam melak-sanak-an kegiatan harus melibatka* unsur sekalah, komite dan masyarak-at

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

h PIH*K KEDUA dalam me*gelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkai!
c IIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai petaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

Epada PIHAK PERTAi|A,

d, PIHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

bporan kemajuan pekeriaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

al III{AK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

ffiporan keuangan dari hasi{ pekerjaan,

lE" EIAI( KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

ffirksanaan pekeriaan serta menyimpan bukti-huHi seteran dan faldur pajak sesua! d*ngan preraturan

Frrdang-undangan,

'b "tqr.rqt{t Pemberian Bantum
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PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan pIHltK pERTAMA yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

PIHAK KEDUA wajib menyimpn seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

Anggaran 2020,

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari pIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengaurasatr dan peme_riksaan

Dalam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

Fasilitator ,1rang 
'?',eriJpak-an 

unsur indiv, idu yang ahli dibidangnya,

PIHAK PERTAIT'IA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan plaksanaannya.

Pasal 8

IBnrlah Dana Baetsran

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp. 60.000.000-- {Enam Puluh juta rupiah} dengan rineian sebaqai berikut :

a) RehabilihasiToiletpamban = Rp. 60.000.000,-

Z Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

Pasal 9

Penyaturcn Da*a

tstgaturan penyalurcn dana sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (1) sebagai berikut :

L Tahap i '- 259b (Dua puluh iima perseratusi dari keseluruhan cana srryakeioia seteiah perjanjian ini

dihndatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

L Tahap iI : 45orir (Empat puiuh iima perseraius) dari keseiuruhan eiana s,wakeiola apa'niia pekerjaan telair
rnencapai bobot 20olo (Dua puluh pelseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
pekerjaan.

l. Tahap III : 30o/o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

nrenmpai bobot 65Yo {enam pul*h lima pe'=erat*s}, ditengkag dengan dokumentasi da* p"ogress

kemajuan pekerjaan.

b Pedofiiiafl Pewberian Bantuan
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Cara pembayaran disalurkanltransfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Nama Rekening :

Nomor Rekening : 04{Xt.O2tO.2S41g-2

Nama Bank : Bank Flagari Cabang painan

Pasal 1O

Fare Uajeurc

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dihindarkan sehingga suatr-r kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

alam, epidemilq peperangan, pemogokan, sabobse, pemberontakan/kerusuhan.

Apabila ierjadi r"orce maleure nrai<a FEHTK KEDUA s€era merrrfreritahukarr kepada PIHAK

PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

terjadinya foree majeure dengan dllengkap! bukti tertulis,vang dikeluarkan cleh pihak benaienang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK XEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

maka PIHAK PERTAIT{A akan r*elakukan ealuasi dan kajian untuk mengambi! keputusan, menyetujui

atau menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Apabila permohonan tertulis daii PIHAK f{EDUA terriang force majeure dfrerimaldi=iujui maka akan

dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 1l
Slsa Dana

Apabila PXHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
dEunak-an unfuk menambah volume atau sa.s.irln dengan t€rsetrljuan PIHAK pERTAlfA,

Jika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pedanggunglawahan

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

pekerjaan kepada PIHAI( PERTA}{A.

PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAIT{A dokumentasi kegiatan

beserta kelengkapan administrasi lainnya prada tahapan pencairan dana.

bo Perjoqiian Pemberian Baftuan
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3' laporan pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan
pekerjaan, dilampiri antara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) BuKi peftanggungiawaban keuangan sepefti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan buki
pengeluaran lainnya,

c) Buktisetoran pajalq

d) Bukti teknis pkefraan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami ketertambatan atau terjadi penyimpangan dari
k-etentuan ,vang brlaku dalam dokumen teknis, R-AB dan Gambar rencanar mak-a prHAK pERTArrtA

secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tensebut.

e Pemutusan/penghentian sebagaimana dirnaksud ayat {r) diatas maka prHAK
mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi
ketentuan perundang-undangan,

T(EDUA wajib

sesuai dengan

Pasal 14

P=*UruP

Gnikian surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
hggal tersebut di atas= Surat Pe$anjian ini dibuat dalam rangkap 4 {ernpat), 2 (dua) rangkap cliantaranya
brnaterei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,

PIHAK KEDU&

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAITIA,,
Kuasa Pengguna Anggaranf,epala TK l{egeri pembina painan

$r
Gt.= gr.ituApEwl, s.Pd. AUp

Nip. 19700819 200012.2 001
HELPIDA ERt{r, S.Pd

NIP. 19641229. 198702.2.001

b Perja4iiail Pemfurian Banntan


